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WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR S TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Menimbang

Mengingat

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

bahwa pajak daerah dan retribusi daerah adalah pendapatan
asli daerah yang digunakan untuk keperluan daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap
instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi
daerah dapat diberikan insentif apabila mencapai kinerja
tertentu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung
Timur dan Kotamadya Dati 1l Metro (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
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12,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomeor 157);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Pasar dan Pertokoan (Lembaran Daerah
Kota Metro Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Metro Nomor 01) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2018
{Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 04,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 04);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2011
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 2)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Metro Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Metro
Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Metro Nomor 5j;
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17,

18,

19.

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 03);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun
2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro
Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah
Kota Metro Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Draerah Kota Metro Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pajak Daecrah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012
Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor
02)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran
Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Retribusi dan  Pengendalian Menara Telekomunikasi
(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 06,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 06)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2018 (Lembaran
Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun
2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro
Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2019
(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomer 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 05 Tahun 2012 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Metro
Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Metro Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2019 [Lembaran Daerah
Kota Metro Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Metro Nomeor 12);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota
Metro Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Metro Nomor 7);
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Menetapkan :

20.

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro
(Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Metro nomor 24) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 09 Tahun
2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 09, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

oo

10.

U

Daerah adalah Kota Metro.

Pemerintah Daerah adalah Waliketa dan perangkat daerah
scbagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Walikota adalah Walikota Metrao.
Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Metro.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Metro.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD
adalah OPD yang melaksanakan pemungutan pajak daerah
dan atau retribusi daerah.

Kepala OPD adalah Kepala OPD vyang melaksanakan
pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yvang selanjutnya
disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung sehliruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya
disebut DPA-OPD merupakan dokumen vyang memuat
pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran,

Pajak Daerah vang selanjutnyva disebut pajak adalah
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.
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12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah
scbagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.

13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penetapan besarnya
pajak daerah dan retribusi daerah terutang sampai kegiatan penagihan pajak
kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

14. Insentif Pemungutan yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan
penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam
melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB II
AZAS PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan,
kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab,
kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB III
PENERIMA, SUMBER DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 3
(1) Insentil pemungutan pajak dan retribusi diberikan kepada perangkat daerah
pelaksana pemungutan pajak dan retribusi.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional
dibayarkan kepada :

a. Walikota dan Wakil Walikota sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan
Keuangan Daerah;

b. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. Pejabat dan pegawai pada OPD pelaksana pemungutan pajak daerah
dan retribusi daerah;

d. Camat, Lurah dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh perangkat daerah
pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

(3] Tenaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan
dengan Keputusan Walikota.

(4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah
mencapai kinerja tertentu berupa pencapaian penerimaan yang ditetapkan
dalam APBD dan dijabarkan dalam triwulan.

(5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk
meningkatkan :
a. kinerja OPD;
b.  semangat kinerja bagi pejabat atau pegawai OPD;
¢. pendapatan daerah;
d pelayanan kepada masyarakat.
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(6)

(7)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan bagian dari
tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya kecuali
untuk huruf a dan tenaga lainnya pada huruf d.

Penjabaran target kinerja triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersumber dari
pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan dalam
APBD.

(1)

{2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 5

Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana
penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam tahun anggaran
berkenaan untuk setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah.

Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan melalui APBD
tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

Besarnya pembayaran insentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
diberikan paling tinggi sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang
melekat.

Besarnya pembayaran insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d ditetapkan paling tinggi
sebesar 5% (lima perseratus] dari besarnya insentif yang ditetapkan
berdasarkan ketentuan Pasal 5.

Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat sisa lebih, harus
disetorkan ke Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah.

BAB IV
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Kepala OPD menyusun penganggaran insentif berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Penganggaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan ke
dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja
pegawai, objek belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan
objektif lainnya, objek belanja insentif serta rincian objek belanja dalam DPA-
OPD.

Pasal 8

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan
setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan
tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target
kinerja triwulan yang ditentukan.
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(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak
tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan
sebelumnya.

Untuk triwulan keempat dalam hal target penerimaan telah tercapai dan
insentif sudah dianggarkan pada DPA-OPD, maka insentif dapat diberikan
pada bulan terakhir triwulan dimaksud.

Dalam hal DPA-OPD untuk triwulan keempat sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) belum disusun, maka pemberian insentif diberikan pada tahun
anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 9
Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Rincian penerima pembayaran insentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf ¢ ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

i £

Peraturan Walikota Metro Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Walikota Metro Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Metro Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

B |

Ditetapkan di Metro

pada tanggal 2 |onan 2020
WALIKOTA METRO,
Huacym , = W [
Py s MAD PAIRIN

Diundangkan di Metra
pada tanggal 2 | 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR '7_



